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Pasal 12

Pengadaan Pinjaman Pemerintah melalui fasilitas kredit
ekspor atau pinjaman komersial dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9.

Pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui fasilitas
kredit ekspor atau pinjaman komersial dilaksanakan
setelah alokasi pinjaman pemerintah ditetapkan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan pinjaman
komersial yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin
kredit ekspor, maka pengadaan tersebut dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia barang harus mengajukan bank komersial
terkemuka bertaraf internasional sebagai calon PPLN;
dan

b. Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan ketentuan -
peraturan perundang-uhdangan.

Pasal 13

Untuk pinjaman program, Menteri dapat mengajukan usulan
pinjaman luar negeri kepada calon PPLN selain yang
tercantum dalam DRPPHLN,

(2)

Pasal 14

Perundingan dengan calon PPLN/PHLN baru dapat
dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi.

Perundingan NPPLN/NPHLN dengan calon PPLN/PHLN
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang
diberi  kuasa dengan  melibatkan unsur-unsur
Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan,
Departemen Luar Negeri dan instansi terkait lainnya
dengan didampingi oleh ahli hukum.

Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya mencakup aspek keuangan dan
hukum.

Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) dilaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan dan dituangkan dalam NPPHLN. '

Pasal 15 . .
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Pasal 15

(1) NPPLN/NPHLN ditandatangani oleh Menteri atau pejabat
yang diberi kuasa oleh Menteri.

(2) NPPLN/NPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat :
a. jumlah;
b. peruntukan; dan
¢, persyaratan pinjaman dan/atau hibah,

3 Salinan NPPLN/NPHLN disampaikan oleh Departemen
Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan
instansi terkait lainnya.

Pasal 16

NPPLN/NPHLN/perjanjian internasional di bidang keuangan
lainnya yang dibuat oleh Menteri berlaku sejak
ditandatangani, kecuali ditentukan = lain dalam
naskah/dokumen yang bersangkutan.

BAB V _
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 17

(1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas pinjaman
dan/atau hibah luar negeri; ]

(2) Penatausahaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri
mencakup kegiatan:
a. Administrasi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah
luar negeri; dan :

b. Akuntansi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar
negeri.

(3) Jumlah atau ‘bagian dari jumlah pinjaman dan/atau
hibah luar negeri yang dimuat dalam NPPLN dituangkan
dalam dokumen satuan anggaran, untuk selanjutnya
dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

(4) Dalam hal APBN telah ditetapkan, jumlah atau bagian
dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam
APBN-Perubahan,

(5) Penarikan . .,
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Penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri harus
tercatat dalam realisasi APBN,

Pasal 18

Kementerian Negara/Lembaga wajib memprioritaskan
penyediaan dana pendamping/porsi rupiah lainnya yang
dipersyaratkan dalam NPPLN/NPHLN dalam dokumen
satuan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaraan
dalam tahun anggaran berkenaan.

Dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang belum

selesai digunakan ditampung dalam dokumen anggaran
tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran dan tata
cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
BUMN pelaksana kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman
dan/atau hibah luar negeri dapat mengajukan usulan
perubahan NPPLN/NPHLN kepada Menteri.

Menteri Keuangan mengajukan usulan perubahan
NPPLN/NPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada PPHLN setelah melakukan koordinasi dengan
Menteri Perencanaan.

BAB VI :
TATA CARA PENERUSAN PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 20

Menteri menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar
negeri Pemerintah yang akan diteruspinjamkan atau
diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan
diteruspinjamkan atau dijadikan penyertaan modal
kepada BUMN, -

Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan
PPLN/PHLN,

(3) Dalam . ..
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Dalam menentukan penerusan pinjaman kepada Daerah
dalam  bentuk pinjaman atau hibah, Menteri
memperhatikan kemampuan membayar kembali daerah
dan kapasitas fiskal daerah serta pertimbangan dari
Menteri Dalam Negeri.

Menteri menetapkan peta kapasitas fiskal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menteri menetapkan persyaratan penerusan pinjaman
dan/atau penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). |

Pasal 21

Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang
diteruspinjamkan dituangkan dalam NPPP.

Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang
diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dituangkan
dalam NPH.

NPPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

a. jumlah;

b. peruntukan; dan

¢. persyaratan pinjaman dan/atau hibah.

NPPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang
diberi kuasa oleh Menteri dengan Kepala
Daerah/Pimpinan BUMN.

NPPP dan NPH ditandatangani selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah NPPLN/NPHLN ditandatangani.

Salinan NPPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan oleh Departemen Keuangan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang
dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jumlah . ..
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(2) Jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau
hibah luar negeri yang dimuat dalam NPPP dan NPH
dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
Pemerintah Daerah atau BUMN.

— - (3) Pemerintah Daerah atau BUMN wajib melakukan
pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerusan pinjaman
dan/atau hibah luar negeri diatur dengan Peraturan

Menteri.
BAB VII
PELAPORAN, MONITORING, EVALUASI,
DAN PENGAWASAN
Pasal 23
Kementerian Negara/Lembaga pelaksana kegiatan

menyampaikan laporan kepada Menteri dan Menteri
Perencanaan secara triwulanan mengenai proses pengadaan
barang/jasa, realisasi penyerapan pinjaman, dan kemajuan
fisik kegiatan.

Pasal 24

(1) Menteri, Menteri Perencanaan dan Menteri pada
Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga . pelaksana
kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan.

(2) Menteri Perencanaan mengeluarkan Laporan Kinerja
Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau
hibah luar negeri secara triwulanan yang memuat
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan langkah tindak
lanjut yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang
dihadapi. :

(3) Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank
Indonesia mengeluarkan Laporan Realisasi Penyerapan

s pinjaman dan/atau hibah luar negeri secara triwulanan
atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 25 ...
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Cukup jelas,
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Ayat (3)
Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan pertimbangan

‘mengenai konsekuensi moneter dan neraca pembayaran dari
pinjaman luar negeri.

Pasal 7
Ayat (1) : '
Kegiatan yang dapat diusulkan untuk dapat dibiayai dengan
pinjaman/hibah luar negeri adalah kegiatan prioritas untuk

mencapal sasaran RPJM dan sesuai dengan Rencana Strategis
Kementerian Negara/Lembaga.

Pemerintah Daerah dan BUMN hanya dapat mengajukan usulan
g penerusan pinjaman luar negeri dan tidak dapat mengajukan
usulan penerushibahan atau penyertaan modal. Penerusan
pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk -
penerushibahan dan kepada BUMN dalam bentuk penerushibahan
atau penyertaan modal adalah merupakan kebijakan dan diskresi
Pemerintah dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJM.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) _
Yang dimaksud dengan kegiatan investasi adalah kegiatan

prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan pendapatan bagi

APBN/APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan
prasarana dan atau sarana tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

" Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas,

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 ...
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13 .
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

mencakup:

Yang termasuk kriteria kesiapan kegiatan yang harus dipenuhi
sebelum dilaksanakannya perundingan dengan calon PPLN

a. Indikator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar,

harus telah siap;

b. Dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan

telah dialokasikan;

¢. Rencana pengadaan tanah dan/atau resettlement telah ada,

termasuk ketersediaan dana yang diperlukan;

Unit Manajemen Proyek (Project Management Unit/PMU) dan
Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU) telah
dibentuk dan telah ada personalianya; _
Draft final pengelolaan proyek/petunjuk
pengelolaan/administrasi proyek/memorandum (yang berisi
cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan
pengaturan tentang pengadaan, anggaran, disbursement,
laporan, dan auditing) telah siap; dan

Pernyataan dari Pemerintah Daerah (bila diperlukan) yang
menyatakan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam
penyediaan dana pendamping.

Ayat (2) .

Yang dimaksud dengan instansi terkait lainnya antara lain

Kementerian

Negara/Lembaga/BUMD/Pemerintah Daerah

pelaksana kegiatan. Yang dimaksud ahli hukum adalah ahli

hukum dibidang perjanjian (contrac) yang memahami sistem
hukum Indonesia.

Ayat (3)

Aspek substansial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan
kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri
dimaksud. '

Aspek keuangan mencakup persyaratan pinjaman, antara lain:
pengefektifan pinjaman, tingkat suku bunga, periode pembayaran
bunga, cara penghitungan bunga, denda bunga, biaya-biaya lain,
pembayaran sebelum jatuh tempo, metode penarikan pinjaman,

lama ...
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lama pinjaman, tenggang waktu, dan periode pembayaran pokok
pinjaman.

Aspek hukum mencakup antara lain: kesepakatan, janji dan
Jaminan, kepatuhan terhadap hukum, penyampaian dokumen
peradilan, pelepasan hak kekebalan, hukum yang mengatur.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1}
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

e Ayat (3)
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah KXementerian °
Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Lembaga yang bersangkutan, Bank Indonesia, dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Rencana penarikan pinjaman/hibah luar negeri dalam tahun
anggaran yang bersangkutan dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran, dokumen satuan anggaran, dan dokumen
pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Pencatatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri dalam realisasi
APBN mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 18 . ..




Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
“Basal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
- Cukup jelas.

Ayat (3)
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Ukuran kemampuan membayar Daerah, antara lain Debt Service
Coverage Ration (DSCR), posisi outstanding pinjaman, dan
tunggakan pembayaran kewajiban pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas,
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

W Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Kementerian

Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah/BUMN yang bersangkutan, Bank Indonesia, dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 22 . ..
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Pasal R2
- Qukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal R4
Culkup jelas,

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

' 1!:‘ “

Ayat (3) _ .
Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja
pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri lebih lanjut.

Pasal|26
Gukup jelas.

Pasal[27
Gukup jelas.

Pasal |28 :
Gukup jelas.

Pésal 29
CQukup jelas,
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